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ABSTRAK 

 

Nik Ahmad Luqman Bin Nik Hassan (2023): STATUS UANG HANTARAN 

SEBAGAI MAHAR DI DAERAH 
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KELANTAN MENURUT 

HUKUM ISLAM 

 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua pemberian berbeda yang wujud 

dalam masyarakat di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan yaitu pertama adalah 

pemberian mahar dan kedua adalah pemberian yang muncul dari adat yaitu 

pemberian uang hantaran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama, 

bagaimana pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan, 

kedua, apakah faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan uang 

hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan dan ketiga, bagaimana 

pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan menurut 

maqasid syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan faktor 

pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran serta 

pelaksanaan uang hantaran menurut maqasid syariah mengenai tradisi 

memberikan uang hantaran. 

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam yang dilaksanakan 

dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif melalui kajian lapangan (field 

research) yang dilaksanakan di daerah kota Bharu negeri Kelantan. Sumber data 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara lansgung dari responden 

yaitu hasil observasi dan wawancara dari Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Kelatan, 

dan bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga, serta pengantin yang telah 

menjalani tradisi pemberian uang hantaran dan data sekunder diperoleh dari  

buku-buku, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberian uang hantaran kepada calon 

istri adalah dibolehkan selama ia tidak membebankan pihak laki-laki dengan uang 

hantaran yang terlalu tinggi. Pemberian uang hantaran ini juga dinilai telah sesuai 

berdasarkan konsep dari maqashid syariah yang dikenal dengan dharuriyat, 

kulliyat dan zhanni, Maka dari itu bisa dikatakan bahwa uang hantaran tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, dan demi memenuhi keperluan maka uang 

hantaran diperbolehkan oleh hukum Islam. 

 

Kata Kunci: Uang Hantaran, Adat dan Mahar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan dilakukan sejak zaman dahulu dan dipraktekkan oleh setiap 

agama yang terdapat di muka bumi. Pernikahan membentuk kelompok terkecil 

dalam masyarakat yang disebut keluarga. Membina keluarga dan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmat merupakan asas untuk membentuk 

masyarakat yang sejahtera. 

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah 

pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus. Menurut syarak, 

nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi memberikan 

hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senag dengan perempuan, dan 

menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.
1
 

Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara 

seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk 

bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar 

memperoleh kedamaian hati, ketenteraman jiwa, dan cinta kasih.
2
 

Firman Allah S.W.T dalam surah An-Nisa‟ ayat 1 

                        

                               

          

                                                             
1
 Wahbah Az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Addillatuhu, Cet. 1, (Jakarta: Gema Isani, 2011), 

h.47,48. 
2
 Didi Jubaidi Ismail, Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2000), h. 64. 
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Artinya:  Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan 

darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu 

saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 

 

Tujuan pernikahan adalah untuk memelihara regenerasi, memelihara gen 

manusia, dan masing-masing suami isteri mendapat ketenangan jiwa karena 

kecintaan dan ksih sayangnya dapat disalurkan, demikian juga pasangan suami 

isteri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat 

melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya suami isteri.
3
  

Firman Allah S.W.T surah An-Nisa‟ ayat 4 

                             

       

Artinya:   “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah 

dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” 

 

Mahar, shidāq, atau shadāq adalah maskawin yang termasuk wajib dalam 

pelaksanaan akad nikah. Islam mengangkat derajat dan mewajibkan wanita untuk 

menerima atas maskawin yang diserahkan kepada dirinya maupun orang yang 

terdekat tidak berhak mengambil apapun, kecuali dengan keridhaannya. Adapun 

besar kecilnya maskawin ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak dan harus 

dilakukan dengan ikhlas. Maskawin bukan berarti harga beli atau harga jual 

                                                             
3
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh 

Munakahat, Cet. Ke-4, (Jakarta: Jl. Sawo Raya, 2015), h.36. 
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seorang wanita. Hendaklah disadari bahwa pria maupun wanita adalah saling 

membutuhkan. 

Adapun ketentuan mahar, Islam tidak pernah memberi batasan pada mahar 

terkait dengan jumlah, besarnya, ataupun jenisnya. Karena kemampuan atau 

keinginan manusia dalam memberikan mahar berbeda, sehingga tidak mungkin 

diberikan batasan terhadap mereka sebagaimana tidak mungkin pula diberikan 

batasan terhadap harga barang-barang yang dia sukai dengan batas tertentu. 

Dalam hal pernikahan mahar merupakan pemberian wajib mempelai laki-laki 

kepada mempelai perempuan. Dengan mahar akan dapat membedakan antara 

hubungan perkawinan dan perzinaan. 

Mahar adalah hak mutlak seorang isteri. Ia tidak boleh disentuh oleh suami 

melainkan dengan kerelaan isterinya, terdapat perbedaan di antara mahar dan uang 

hantaran. Mahar adalah wajib dan uang hantaran hanyalah adat yang dilakukan 

oleh masyarakat Melayu Islam di Kelantan sejak dahulu. 

Dalam praktek pernikahan masyarakat Islam di Malaysia, pada dasarnya 

terikat kepada dua keadaan, yaitu hukum syara‟ yang dipraktikkan melalui 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri, dan hukum adat 

masyarakat setempat. Dari itu, lahirnya dua praktek pemberian wajib dan adat 

perkawinan dalam masyarakat Melayu, yaitu mahar dan uang hantaran. 

Praktek sedemikian juga berlaku bagi masyarakat Melayu di negeri 

Kelantan. Kadar mas kahwin (mahar) di Kelantan adalah berbeda-beda mengikut 

tempat dan status perempuan. Semua hantaran adalah termasuk dalam mas 
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kahwin. Menurut adat biasanya jumlah mas kahwin adalah sekitar RM5000-

RM10000.
4
 

Pemberian uang hantaran tiada dalam Islam, namun ianya tidak 

bertentangan dengan ajaran islam. Hantaran merupakan adat perkawinan Melayu 

yang masih diamalkan sehingga kini.  

Secara umumnya, adat uang hantaran di Malaysia ditetapkan berdasarkan 

tingkat Pendidikan perempuan, hasil daripada diskusi Jabatan Kemajuan Islam 

Malaysia mengenai kadar uang hantaran dikeluarkan didalam koran mengatakan 

bahwa bagi perempuan yang tahap perkuliahannya cuma SMP adalah sekitar 

RM2,000-RM4,000. 

Bagi SMA adalah sekitar RM4,000-8,000. Bagi D3 adalah sekitar 

RM8,000-RM12,000. Bagi S1 sekitar RM12,000-RM15-000. Bagi S2 sekitar RM 

15,000-RM20,000. Manakala bagi S3 sekitar RM20,000-RM30,000.
5
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut permasalahan ini   dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul:. 

STATUS UANG HANTARAN SEBAGAI MAHAR DI DAERAH KOTA 

BHARU NEGERI KELANTAN MENURUT HUKUM ISLAM. 

 

 

B. Batasan Masalah 

                                                             
4
 Laman Web Portal Rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (jaheaik.gov.my) 

5
 Surat Khabar Berita Harian, Sabtu, 10 Agustus 2013, h. 3. 

http://www.jaheaik.gov.my/v6/index.php?option=com_content&view=article&id=882&Itemid=882&lang=ms
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Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan 

dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada status uang hantaran sebagai 

mahar di daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Uang Hantaran di daerah Kota Bharu, Negeri 

Kelantan? 

2. Apakah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap 

pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan? 

3. Bagaimana status Uang Hantaran sebagai mahar di daerah Kota Bharu, Negeri 

Kelantan menurut hukum Islam? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian adalah seperti berikut. 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota 

Bharu, negeri Kelantan. 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, 

negeri Kelantan. 

c. Untuk mengetahui bagaimana status uang hantaran sebagai mahar di 

daerah Kota Bharu, negeri Kelantan menurut hukum Islam. 

2. Adapun kegunaan penelitian adalah seperti berikut: 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program 

Stara Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam 
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jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari‟ah dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia. 

b.  Memperluas wawasan intelektual kepada umat islam, para pelaku 

akademi tentang mahar dan uang hantaran serta praktek uang hantaran di 

daerah Kota Bharu negeri Kelantan untuk dapat menambah sumbangan 

karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah 

Hukum Islam.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Mahar dan Uang Hantaran 

1. Pengertian Mahar 

Mahar berasal dari Bahasa arab yang mempunyai sepuluh nama, yaitu: 

mahar, shidaaq, atau shadaqah, nihlah, ajr, faridhah, hibaa‟, „uqr, „alaa` iq,  

thaul, dan nikah.
6
 Kata-kata tersebut mengandung arti pemberian wajib 

sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Mahar digunakan dalam Bahasa 

Indonesia. Mahar atau maskawin menurut kamus Bahasa Indonesia berarti 

pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
7
 

Secara etimologi, mahar berarti maskawin. Secara terminologi mahar 

berarti pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai 

ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang 

isteri kepada calon suaminya.
8
 

Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang 

didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. 

Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada 

isteri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.  

                                                             
6
 Wahbah al-Zuḥaili, al-Fiqh al-Islāmī, jilid 9, h.231. 

7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: Gramedia, 2013), 

h.856. 
8
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h.84. 
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Mazhab syafi‟i pula mendefinisikan mahar sebagai suatu yang 

diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan atau lewatnya kehormatan 

perempuan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. 

Mazhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad 

pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya 

dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam 

kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan 

persetubuhan secara paksa.
9
   

Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya jumlah mahar. Seseorang 

boleh menikahi wanita dcngan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya.
10

 

2. Dasar Hukum Mahar  

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri dari dasar hukum 

yang diambil dari Al-Quran dan hadith yang kemudian dilengkapi dengan 

pendapat para ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai 

laki-laki kepada mempelai perempuan. 

Di dalam Al-Qur‟an  surah An-Nisa‟ 4:4 dan 4:24  

                             

       

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan 

senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang 

hati. terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” 

 
                                                             

9
 Ibid., h.230-231. 

10
 Musthafa Diib At-Bugha, Fikih Islam Lengkap (Jawa Tengah: Media Zikir, 2016) h. 

362. 
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...                      ...     

 

Artinya: “Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, 

berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai 

suatu kewajiban.” 

 

Imam Malik, Syafi‟i, Abu Dawud berpendapat bahwa seorang suami 

wajib membayar mahar kepada istrinya setelah terjadi khalawat, sedangkan 

menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib. Dengan memperhatikan secara 

zhahir ayat di atas, maka diwajibkan membayar mahar sepenuhnya (lengkap) 

ialah orang-orang yang telah bercampur dengan istrinya. Adapun orang-orang 

yang telah berkhalawat dengan istrinya belum dapat dipastikan telah terjadi 

dukhūl (senggama) ataukah belum. Sebab, pengakuan dari salah seorang 

suami atau istri belum dapat dijadikan alat bukti bahwa telah terjadi 

senggama antara mereka (suami istri). 

Dalam hal ini Imam Syafi‟i, Imam Malik, dan Abu Dawud mewajibkan 

pembayaran mahar sepenuhnya apabila telah terjadi khalawat dan untuk 

kepastian hukumnya apabila telah terjadi khalawat antara suami-istri, dapat 

dijadikan dasar bahwa telah terjadi dukhūl (persetubuhan) antara keduanya. 

Karena itu, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana 

kesepakatan yang telah ditetapkan dalam janji kawin antara mereka berdua, 

kecuali apabila terdapat alat-alat bukti yang menimbulkan keyakinan bahwa 

sekalipun keduanya telah berkhalawat, namun belum terjadi persetubuhan. 



 

 

10 

Para ulama telah sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami 

kepada istrinya baik secara kontan atau dengan cara tempo sesuai dengan 

perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Pembayaran mahar tidak 

boleh dikurangi dan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak.
11

 

Namun, jika suami menambahkan jumlah mahar yang telah disepakati, 

itu akan lebih baik dan sebagai shodaqoh. Hal ini akan dicatat sebagai mahar 

secara mutlak dan harus sesuai dengan jenis dan jumlah yang telah disepakati 

dalam akad nikah. 

Pemberian mahar seharusnya dijadikan sebagai salah satu bentuk 

penghargaan dan apresiasi dari suami kepada istrinya sebagai seorang wanita 

yang telah memilih untuk bersamanya dalam pernikahan. Dengan 

memberikan mahar, suami juga menunjukkan tanggungjawab dan komitmen 

untuk memenuhi hak-hak istrinya sebagai seorang istri. 

3. Macam-macam mahar 

a. Mahar Musamma Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan 

bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Mahar musamma ada dua 

macam, yaitu:  

1) Mahar musamma mu‟ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh 

calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar 

hukumnya sunnah.  
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2) Mahar musamma ghair mu‟ajjal, yakni: mahar yang pemberiannya 

ditanggauhkan. Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib 

hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. 

Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia 

sebagaimana disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi khalwat 

(bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.
12

 

b. Mahar Mitsil  

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut 

jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu 

akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.  

Membayar mahar mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana karena 

hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada 

mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Hal ini diperkuat oleh hadis 

yang menyebutkan kasus seorang suami yang menceraikan istrinya 

setelah terjadi dukhul, sementara ia belum menetapkan jumlah maharnya. 

Begitu pula seorang suami yang meninggal sebelum terjadi dukhul, 

sedangkan ia belum sempat menetapkan maharnya yang harus diberikan 

kepada istrinya. 

Para fukaha bebeda pendapat tentang penundaan pembayaran 

mahar. Sebagian fukaha melarang menunda pembayaran mahar, sementar 

sebagian ulama membolehkan. Imam malik menegaskan bahwa: boleh 
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menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak menggauli 

istrinya hendaknya ia membayar separuhnya. 

Cara penundaan pembayaran mahar harus waktunya dan tidak 

terlalu lama. oleh karena itu, batas waktunya harus disepakati oleh kedua 

belah pihak.
13

 Dianjurkan untuk menunda pembayaran dengan batas 

waktu yang jelas dan tidak sampai tibanya ajal salah satu pihak, baik 

pihak suami atau istrinya.  

4. Pengertian hantaran 

Hantaran pula terbagi kepada dua macam, uang dan hadiah. Uang 

hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua 

untuk kebutuhan perkawinan. Uang hantaran juga dikenali sebagai “belanja 

hangus”. Hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa 

bersama uang hantaran dan dikenal sebagai “hadiah perkawinan”, Hantaran 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “antaran”, 

yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak 

calon mertua.
14

   

Uang hantaran merangkumi dua kata yaitu uang dan hantaran. Uang 

menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah alat penukar atas standar 

pengukur nilai hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara 

yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk 

dan gambar tertentu.
15
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Menurut sejarah uang hantaran ini merupakan kesan daripada 

pengaruh dan budaya perkahwinan Hindu dan Buddha yang telah lama 

bertapak sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Amalan seperti 

pemberian peralatan kecantikan, buah-buahan, barang perhiasan, pakaian 

serta lain-lain diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. 

Menurutnya lagi, hantaran merupakan hadiah dalam bentuk uang dan lain-

lain yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan.  

Hantaran merupakan amalan yang diterima oleh masyarakat dan 

merupakan pemberian yang terpisah daripada mahar. Umumnya, hantaran 

yang diberikan adalah terdiri daripada dua bentuk pemberian baik berbentuk 

uang atau barangan tambahan sesuai yang diminta dan disepakati jumlahnya 

oleh mempelai perempuan. Akan tetapi, hanya hantaran berbentuk pemberian 

uang sahaja yang unsurnya sama dengan mahar, iaitu pembayaran sejumlah 

wang kepada mempelai perempuan saat upacara akad nikah dan dicatatkan 

dalam sijil nikah meskipun disebut atau tidak disebut pada saat akad nikah. 

Praktek  pemberian hantaran ini bukan sahaja diamalkan masyarakat 

Melayu di Malaysia tetapi juga dilakukan oleh masyarakat di negara 

Indonesia. Terdapat persamaan yang boleh didapati antara negara Malaysia 

dan Indonesia, iaitu hantaran disediakan dan diberikan oleh pihak lelaki.  

Kesimpulannya  uang hantaran adalah uang untuk kegunaan dan 

persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak 

laki-laki. Uang hantaran adalah tidak wajib. Selain dari ketentuan yang diatur 
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oleh syara‟, terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat 

yaitu praktek pemberian uang hantaran.  

5. Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Kelantan  

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) ditubuhkan 

pada 1 Januari 1980 bertujuan untuk membantu Majlis Agama Islam dan 

Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam usaha memperbanyakkan aktiviti-

aktiviti dakwah dan pembangunan hal ehwal Islam di negeri Kelantan. 

Pada awal penubuhannya yaitu pada 1 desember 1950, bidang tugas 

JAHEAIK yang dikenali dengan nama Pejabat Penyelia Agama atau lebih 

mashyur dengan panggilan Pejabat Pencegah Maksiat lebih tertumpu kepada 

bidang pencegahan, penangkapan dan pendakwaan jenayah syariah semata-

mata. Pejabat ini wujud di bawah Pejabat Mufti Kerajaan Kelantan.
16

 

Sekitar bulan Mac 1978 kerajaan telah mewujudkan Bahagian Agama 

Islam di Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan yang dikendalikan seorang 

pegawai yang berjawatan "Penolong Setiausaha (Hal Ehwal Agama)" serta 

beberapa kakitangan perkeranian. Bermula pada bulan jun 1978, struktur 

pentadbirannya diperbesarkan dengan diberi taraf jabatan penuh iaitu diketuai 

oleh seorang pegawai berjawatan Pengarah, sementara Penolong Kanannya 

bergelar Setiausaha, tetapi masih di bawah sayap Pejabat Setiausaha Kerajaan 

Kelantan. Hanya pada tahun 1980 barulah diwujud secara berasingan dari 

pejabat Setiausaha Kerajaan dengan peruntukan tahunan serta kuasa 

mengawal kewangan dan pentadbirannya sendiri. 
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Pada tahun 60an dan seterusnya hingga kini, JAHEAIK telah 

mengalami perkembangan pesat dari segi bidang tugas serta struktur 

perjawatan dan pentadbirannya sesuai dengan tuntutan perubahan masa dan 

keadaan. 

Asas kepada bidang kuasa pembangunan Hal Ehwal Islam di Malaysia 

telah diletakkan secara jelas dalam sistem perundangan Negara. Perkara 3(1) 

Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Agama Islam adalah Agama 

bagi Persekutuan. Dalam pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan 

dan Kerajaan Negeri, Pengurusan Agama Islam diletakkan di bawah kuasa 

Kerajaan Negeri di mana Raja-Raja Melayu adalah Ketua Agama Islam di 

negeri masing-masing. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja, Perlembagaan 

Persekutuan memperuntukkan bahawa Yang dipertuan Agung adalah Ketua 

Agama Islam bagi negeri-negeri berkenaan. 

Bagi konteks Negeri Kelantan Pengurusan Agama Islam diletakkan di 

bawah kuasa KDYMM Al Sultan Kelantan sebagai ketua Agama Islam. 

Dalam melaksanakan pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Islam. 

JAHEAIK menggunakan akta – akta seperti berikut : 

1. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Kelantan No. 8/2002 

2. Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan No. 2/1985 

3. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No. 6/2002 

4. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan No. 3/1983 

5. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan No. 9/2002 

6. Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bil 

4/1994 
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6. Prosedur Pernikahan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

Negeri Kelantan 2002 (EUKI Kelantan 2002) 

Bagi pasangan yang mau melangsungkan pernikahan, diwajibkan bagi 

mereka untuk mengikuti kursus pernikahan Islam yang disebut Modul 

Bersepadu Kursus Perkahwinan Islam.
17

 Ketetapan ini dibuat atas persetujuan 

Majlis Persidangan Ketua-Ketua Pejabat (Kantor) Agama Islam bagi seluruh 

negeri di Malaysia. Kursus ini dibuat untuk memastikan calon mempelai 

mempunyai asas mengenai ilmu agama dan ilmu yang berkait dengan 

pernikahan dalam melayari kehidupan berumah tangga.
20

  

Setelah kursus ini sukses diikuti, calon mempelai diwajibkan untuk 

melakukan ujian (tes) kesihatan Human Immunodeficiency Virus (HIV). 

Meskipun hal ujian kesehatan ini tidak ada dinyatakan di dalam enakmen dan 

tidak dikenakan sanksi kepada calon mempelai yang enggan mengikuti ujian, 

namun bagi mereka yang enggan membuat ujian ini mengakibatkan mereka 

tidak boleh mendapat izin dari perizinan nikah dari pendaftaran NCR. Hal ini 

didasarkan kepada aturan yang ditetapkan oleh Kantor Agama Islam bahwa 

ujian kesihatan HIV adalah bagian dari persyaratan untuk mendapatkan 

perizinan dari pendaftar NCR. Setelah menjalani Kursus Praperkahwinan 

Islam dan Tes Kesihatan HIV, sertifikat-sertifikat ini harus dilampirkan 

sekaligus formulir permohonan perizinan nikah, barulah proses pernikahan itu 

dilanjutkan ke prosuder seterusnya.
18
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B. Penelitian Terdahulu 

Skripsi yang ditulis oleh FatinNajwa binti Kamaruddin dengan judul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat 

Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia. Hasil penelitiannya adalah 

karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang 

hantaran di daerah Taiping dengan syarat-syarat „urf sahih. Jadi, praktek 

masyarakat di daerah Taiping mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila 

praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada 

jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana 

yang seharusnya berlaku.
19

 

Skripsi yang ditulis oleh A.Yani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin 

Iii Ulu Kabupaten Bungo Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam 

Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin  Ulu Kabupaten Bungo.
20

 Hasil  

penelitiannya, penulis mengatakan tradisi tersebut dihukumi makruh namun akan 

menjadi haram apabila dampak dari tradisi ini lebih banyak menimbulkan 

mudharatnya. Dengan demikian adat ini masih berdampak positif dan sesuai 

dengan hukum Islam serta tidak berlawanan dengan hukum Islam, maka tradisi ini 

mubah untuk dilaksanakan. 
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Apa yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin 

mengetahui bagaimana  pelaksanaan uang hantaran di negeri kelantan, dan 

implikasi pelaksanaan uang hantaran perspektif hukum islam di kelantan. 

Hantaran sering dianggap wajib bagi masyarakat, sehingga hantaran dianggap 

sama seperti mahar. Penulis akan mengkaji bagaimana mengatasi masalah ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karak-teristik masalah yang berkaitan 

dengan latar   belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta 

interaksinya dengan lingkungan.
21

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian lapangan ini adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki 

fenomena dalam konteks kehidupan yang nyata, bilamana batas-batas antara 

fenomena dan konteks tidak terlihat tegas dan dimana milti sumber bukti 

dimanfaatkan.
22

 

Lokasi penelitian ini berada di negeri Kelantan penulis mengkususkan pula 

di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena, 

daerah ini hampir dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah 

dan mempercepat waktu penelitian. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dilakukan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun 
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subjek dalam penelitian ini ialah orang-orang yang terlibat langsung dalam 

pelaksanaan uang hantaran pada pernikahan di daerah Kota Bharu negeri 

Kelantan, seperti calon pengantin, keluarga pengantin, dan tokoh masyarakat 

setempat. 

Objek adalah sifat keadaaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat 

perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki dalam kegiatan. 

Adapun objek dalam penelitian ini ialah pelaksanaan uang hantaran pada 

pernikahan di negeri Kelantan, khususnya di daerah Kota Bharu. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama.
23

 Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 15 orang tokoh 

masyarakat, terdiri dari 3 orang tokoh pentadbiran undang-undang keluarga, 2 

orang tokoh mufti kerajaan negeri Kelantan dan 10 orang pengantin yang telah 

melaksanakan pemberian uang hantaran kepada pihak perempuan di kota 

Bharu negeri Kelantan. 

2. Sampel 

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.
24

 

Sedangkan untuk sampel penelitian ini berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 orang 

tokoh pentadbiran undang-undang keluarga, 1 orang tokoh mufti kerajaan 
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negeri Kelantan dan 3 orang pengantin yang telah melaksanakan pemberian 

uang hantaran kepada pihak perempuan di kota Bharu negeri Kelantan. 

 

E. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Adapun sumber data yang akan digunakan ialah: 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden hasil 

wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

uang hantaran pada pernikahan di daerah Kota Bharu Negeri Kelantan, seperti 

calon pengantin, keluarga pengantin, dan tokoh masyarakat setempat. 

Seterusnya diambil juga enakmen yang menyebut tentang mas kawin dan 

pemberian yaitu Enakmen Nomor 6 Undang-undang Keluarga Islam Negeri 

Kelantan Tahun 2002. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
25

 Data 

sekunder  diperoleh dari buku-buku fiqh munakahat dan jurnal. Data ini 

biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data 

primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam 

praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan 

kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder 

sebagai pemandu. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah prosedur  yang sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.
26

 Untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Obsevasi (Pengamatan) menurut Hataya W Bakhtiar dia dalam penulisannya, 

pengamatan sebagai suatu metode penelitian, beliau mengatakan bahawa 

pengamatan dan observasi yang dilakukan secara cermat merupakan suatu 

cara penelitian ilmiah yang sesuai, justeru itu, penulis membuat tinjauan dan 

pemerhatian bagi memenuhi kajian. 

2. Wawacara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
27

 Wawancara adalah salah satu bagian yang 

sangat terpenting dari setiap penelitian. Tanpa wawancara peneliti akan 

kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung 

kepada responden.
28

 

3. Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data melalui cara menfoto, 

mengambil video, dan meneliti dokumentasi-dokumentasi yang telah ada dan 

mengaitkannya dengan tujuan penelitian.   
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G. Metode Analisis data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu 

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis untuk mendapatkan 

kejelasan yang jelas dari sumbernya.
29

 

 

H. Metode Penulisan 

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, 

peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Deduktif, yaitu peneliti memaparkan data-data yang bersifat umum, 

selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data khusus. 

2. Induktif, yaitu peneliti memaparkan data-data yang bersifat khusus, 

selanjutnya dianalisis dan disumpulkan menjadi data umum. 

3. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang 

dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik 

kesimpulan. 

 

I. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga mudah dipahami dan dapat menjadi sumber informasi. Analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif-analisis. Data yang sudah terkumpul 

kemudian disusun dan dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis 

kemudian dianalisis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas berdasarkan penelitian 

lapangan terhadap pemberian uang hantaran. Maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Uang hantaran di kota Bharu negeri Kelantan merupakan suatu kewajiban bagi 

pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan dengan jalan 

musyawarah dari kedua belah pihak sampai menemukan sebuah titik terang 

dari kesepakatan bersama, kemudian uang hantaran tersebut digunakan untuk 

keperluan pribadi wanita, dan uang hantaran itu tidak diucapkan melainkan 

sebagai  mahar sekaligus pada saat akad nikah. 

2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap 

pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, Kelantan. Faktor yang 

menjadi pendukung adalah persamaan yang ketara antara mas kawin dan uang 

hantaran itu sendiri menjadi sebab utama pelaksanaan uang hantaran di 

Kelantan. Seterusnya masyarakat Kelantan ingin memudahkan dengan hanya 

satu pemberian, pemilikan uang hantaran adalah milik istri, jelas dan ringkas. 

Faktor pencegah pula adalah pelaksanaan ini membebankan calon suami 

karena uang hantaran yang diminta tidak dapat disanggupi, menyebabkan 

timbul banyak masalah seperti penundaan pernikahan dan berhutang. 

Seterusnya faktor penghambat adalah masyarakat menganggap uang hantaran 

adalah satu perkara wajib. Tidak dapat tidak harus ada, walaupun 

membebankan para calon suami yang ingin menikah.  
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3. Penulis menyimpulkan uang hantaran sebagai adat shahih, selama ia tidak 

bertentangan dengan hukum islam. Walaupun uang hantaran adalah adat yang 

berlaku di Kelantan dan jika dilihat tiada disebutkan dalam al-quran dan hadis, 

tetapi masih dapat diterima kerana pelaksanaannya tidak bertentangan dengan 

hukum islam. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa uang hantaran sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas penulis mengemukakan beberapa saran 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat kota Bharu negeri Kelantan dalam kasus ini hendaklah 

memahami betul-betul terlebih dahulu hukum adat yang berlaku di kota Bharu 

negeri Kelantan ini, bahwa memberikan uang hantaran bukanlah sesuatu yang 

wajib dilaksanakan, melainkan sesuatu yang sunnah dikerjakan dan 

beranikanlah diri untuk memberitahu serta memberi saran yang baik 

kedepannya kepada pihak yang terkait bahwasanya hukum adat yang berlaku 

tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. 

2. Sebaiknya apabila ingin mewajibkan uang hantaran maka jumlah uang 

hantaran itu lebih rendah dari uang mahar untuk memperlihatkan bahwa 

agama lebih diutamakan dari adat sehingga laki-laki merasa tidak diberatkan 

dengan jumlah uang hantaran yang terlalu tinggi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

  

PELAKSANAAN UANG HANTARAN BAGI CALON ISTRI DI DAERAH KOTA 

BHARU, NEGERI KELANTAN MENURUT MAQASID SYARIAH 

A. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat. 

1. Apakah pengertian uang hantaran? 

2. Bagaimana pelaksanaan uang hantaran negeri Kelantan? 

3. Bagaimana pemilikan uang hantaran? 

4. Apakah ada fatwa yang dikeluarkan oleh mufti? 

 

B. Wawancara Dengan Narasumber Yaitu Pasangan Yang Menikah Di Daerah 

Kota Bharu, Negeri Kelantan.   

1. Bagaimana pelaksanaan uang hantaran di Kelantan?  

2. Apakah faktor pendukung terhadap pelaksanaan uang hantaran di Kelantan? 

3. Apakah faktor penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran di Kelantan? 

4. Apakah uang hantaran wajib dilaksanakan? 

 



 

 

Lampiran 

FOTO DOKUMENTASI 

1. Seorang  tokoh di Jabatan Mufti Kelantan dan seorang tokoh di Jabatan Hal 

Ehwal Agama Islam Kelantan. 

 

 
 Wawancara dengan Rosmadi bin Ramli Pegawai Buhuth di Jabatan Mufti 

Negeri Kelantan 

 
 Wawancara dengan Khairuddin bin Muhamed, Pendaftar Kanan Pernikahan, 

perceraian dan Ruju' Orang Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan 



 

 

2. Tiga orang narasumber yang menikah di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan.   

 

 

 Solihin bin Omar narasumber  yang menikah di kota Bharu, Kelantan. 

 

 

 Muhammad Faris mempelai lelaki yang menikah di kota Bharu Kelantan 



 

 

 

Fauzi bin Omar mempelai lelaki yang menikah di Kota Bharu, Kelantan 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


